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ABSTRAK

Bisnis merupakan kegiatan menjual barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan konsumen. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan konsumen, terkadang
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kesalahpahaman dalam
memahami isi suatu perjanjian, tidak terpenuhinya hak-hak tenaga kerja oleh
pelaku bisnis dan lain-lain. Konflik/sengketa bisnis seperti ini dapat diselesaikan
tidak hanya melalui jalur litigasi atau lewat pengadilan, namun dapat juga
diselesaikan melalui jalur non litigasi. Banyaknya keuntungan penyelesaian
sengketa bisnis melalui jalur non litigasi membuat para pelaku bisnis banyak yang
menggunakan jalur ini. Di Indonesia lembaga penyelesaian sengketa melalui jalur
non litigasi sudah banyak didirikan, dan salah satunya vyaitu Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta. Dari tahun ke tahun banyaknya laporan kasus
yang masuk di lembaga ini membuat penyusun ingin melakukan penelitian yaitu
mengenai faktor apa yang menyebabkan pihak menyelesaikan sengketa dan
bagaimana penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi di lembaga ini.
Dari data tersebut, diajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana penyelesaian
sengketa, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pihak yang bersengketa
menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur non litigasi di Lembaga Ombudsman
Swasta Yogyakarta dan apakah penyelesaian sengketa bisnis di Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta telah memenuhi keadilan bagi para pihak yang
bersengketa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, yaitu
dengan melakukan penggalian data melalui observasi dan wawancara dengan
informan dari Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta dan beberapa responden,
serta melalui pengumpulan data dokumen dari Lembaga Ombudsman Swasta
Yogyakarta. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini menggunakan metode
pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menekankan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta norma-norma hukum yang relevan
dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu proses penyelesaian melalui
tahapan penerimaan laporan dari pelapor, kemudian Klarifikasi dari terlapor, lalu
dimediasi kedua belah pihak, setelah mencapai keinginan bersama kemudian
diberikan rekomendasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak-pihak yang
bersengketa menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur non litigasi di Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta yaitu: proses penyelesaiannya yang relatif cepat
tidak seperti melalui jalur litigasi yang proses penyelesaiannya sangat lama dan
banyak membuang waktu, biaya yang sangat murah bahkan gratis dibandingkan
melalui jalur litigasi yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk
menyelesaiakan sengketa apalagi bagi para pelaku bisnis hal tersebut sangat tidak
efektif. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi banyak
memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena hasil akhir
berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-sama mengambil jalan yang
menguntungkan bagi para pihak.
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Halaman Motto

Untuk mewujudkan suatu impian besar, membutuhkan ikhtiar dan tekad
yang besar pula, selain itu kekuatan do’a juga merupakan hal besar yang

akan membantu mewujudkan semuanya.

“Hanya orang agresif-lah yang akan menguasai dunia”

Plankton, Spongebob Squarepants
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan jaman seperti sekarang ini, banyak orang
berbondong-bondong untuk mendirikan suatu bisnis untuk meningkatkan
perekonomiannya dan lebih-lebih untuk meningkatkan perekonomian
bangsa. Dengan mendirikan suatu bisnis, pelaku bisnis dapat
meminimalisir tingkat pengangguran yang ada di negeri ini. Mendirikan
bisnis dapat mengakibatkan adanya timbal balik mutualisme antar semua.
Pelaku bisnis dapat meningkatkan usaha dan perekonomiannya, begitu pun
para pekerja dapat mengoptimalkan keahliannya dan dapat mencukupi

kebutuhannya.

Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu
urusan atau kegiatan dagang. Kata bisnis itu sendiri diambil dari Bahasa
Inggris “Business” yang berarti kegiatan usaha. Menurut Mahmud Mach
Foedz, Bisnis adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang
yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan
menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Sedangkan menurut Steinford, Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan
barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan

usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun



badan usaha, seperti pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat ijin

tempat usaha.'

Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan
kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan
terus-menerus, Yyaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau
jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan,

atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan kentungan.?

Pada wajarnya, orang menginginkan bisnisnya berjalan dengan
baik dan lancar. Namun, tidak selalu semuanya dapat berjalan dengan apa
yang diharapkan. Adanya hal yang tidak diinginkan pun terkadang terjadi,
seperti adanya sengketa yang timbul karena salah paham dalam memahami
perjanjian yang ada. Dan hal ini harus segera ditangani dan diselesaikan

agar tidak berlarut-larut.

Dunia bisnis sangat menghargai semua kemungkinan penyelesaian
sengketa dan perlu bantuan untuk menggunakannya secara efektif.
Penyelesaian sengketa dapat memberikan perbedaan yang nyata terhadap
produktivitas dan pelaksanaan bisnis dan juga keuntungan. Hanya
sebagian kecil lawyer dan bidang lainnya yang mempunyai pengetahuan

yang cukup mengenai penyelesaian sengketa untuk dapat mendidik klien-

! Lembaga Ombudsman Swasta, Pedoman Tata Kelola Usaha Beretika, (Yogyakarta:
Lembaga Ombudsman Swasta, 2013), him. 14.

2 Richardo Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta,
2007), him. 1.



klien mereka dan menyarankan agar mereka memanfaatkan penyelesaian

sengketa melalui jalur ADR.

Kelihatannya di dalam masyarakat hanya sedikit yang menyadari
kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui jalur ini. Pedoman untuk
kalangan bisnis perlu dikembangkan agar dapat memanfaatkan
penyelesaian sengketa secara efektif. Dunia usaha perlu dilatih mengenai
kekuatan dan kelemahan dari masing-masing proses penyelesaian sengketa
dan bagaimana dapat memanfaatkan proses-proses tersebut secara efektif.
Pola dari proses penyelesaian atas sengketa perorangan, pembentukan
suatu tim negosiasi yang handal untuk masing-masing pihak serta strategi
yang akan dipergunakan di dalam setiap proses perlu dimengerti oleh

kalangan pengusaha.

Pola tersebut harus dapat langsung memasuki lingkup proses dan
strategi dari penyelesaian sengketa. Kalangan bisnis harus diberitahu
sepenuhnya sehingga mereka dapat mempergunakan proses penyelesaian
sengketa dengan sebaik-baiknya. Mereka perlu menyadari akan hal ini
sehingga dapat memilih lawyer dan para ahli lainnya yang paham betul
akan keseluruhan rangkaian proses penyelesaian sengketa dan yang dapat

memberikan penjelasan yang tepat.®

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi mempunyai

kelebihan yaitu menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win

* | Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), (Jakarta: Fikahati Aneska,
2009), him. 26.



solution,” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan
yang diakibatkan karena hal prosedural dan adminstratif, menyelesaikan
masalah secara komperehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga
hubungan baik.* Keuntungan-keuntungan lain dari proses penyelesaian
sengketa melalui jalur non litigasi yang dipaparkan oleh I Made Widnyana

di dalam bukunya yaitu ada beberapa keuntungan diantaranya:®

1. Proses lebih cepat, artinya sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan
hari, mingguan atau bulanan, tidak seperti halnya penyelesaian
sengketa melalui jalur litigasi yang memerlukan waktu berbulan-bulan
bahkan tahunan.

2. Biaya lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa/konflik
melalui jalur litigasi.

3. Sifatnya informal, karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para
pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat
pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur mereka dan
sebagainya.

4. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui
olen kalangan terbatas, seperti para pihak termasuk pihak ketiga
sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau

terpublikasikan.

* Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT
Telaga IImu Indonesia, 2009), him. 1.

> | Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa...hlm. 16.
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Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat
memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai
serta mempunyai keahlian di bidangnya.

Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang
informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai
penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat
menjaga hubungan baik.

Lebih mudah melakukan perbaikan-perbaikan, artinya apabila
menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan
terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan
kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan
yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non
hukum.

Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah
final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang
menetukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk
mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.

Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab

tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Banyaknya keuntungan-keuntungan dalam penyelesaian sengketa

menggunakan jalur non litigasi membuat para pelaku usaha banyak yang

menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan. Beberapa lembaga yang



menyelesaikan sengketa di luar pengadilan vyaitu: BPSK (Badan
Penyelesaian Sengketa Bisnis), BANI (Badan Arbitrase Nasional
Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), LOS

(Lembaga Ombudsman Swasta) dan lain-lain.

Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta merupakan lembaga
mediator antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal apabila terjadi
kesenjangan-kesenjangan guna menciptakan tata kelola usaha yang baik
dan Dbisnis yang beretika. Kewenangan ini diperkuat dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DIY No. 135 Tahun 2004 dan
Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2008. Tujuan Lembaga

Ombudsman Swasta yaitu:

1. Mendorong dan mewujudkan praktek usaha yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan sewenang-wenang, serta
kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi
hukum.

2. Membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan
yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas
keadilan, kepastian hukum, dan persamaan.

3. Memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan
perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk
memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan
porposional dalam praktek usaha.

4. Mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.®

Berdasarkan data dari Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta
sengketa yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 67 laporan dari

masyarakat yang mengadukan adanya sengekta, sengketa-sengketa bisnis

® Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Ombudsman Swasta di Propinsi D1Y, Pasal 5.



yang masuk dari berbagai bidang, yaitu ada dari bidang jasa dan dari
bidang non jasa, dalam bidang jasa yaitu ada pendidikan, kesehatan,
perbankan dan lain-lain, dari bidang non jasa vyaitu ada
perumahan/properti dan lain-lain, dan dalam penelitian ini akan dibahas
penyelesaian sengketa bisnis dalam bidang jasa karena yang paling banyak

laporan yang masuk dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas menurut penyusun sangatlah menarik
untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai: Penyelesaian
Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi di Lembaga Ombudsman

Swasta Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang
masalah, maka menurut hemat penyusun ada beberapa hal yang dapat
dirumuskan sebagai pokok masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa bisnis di Lembaga

Ombudsman Swasta Yogyakarta?

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pihak yang bersengketa
menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur non litigasi di
Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta?

3. Apakah penyelesaian sengketa bisnis di Lembaga Ombudsman
Swasta Yogyakarta telah memenuhi keadilan bagi para pihak

yang bersengketa?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

Hal yang merupakan tujuan penyusunan skripsi ini dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa bisnis di
Lembaga Ombudsman Swasta Y ogyakarta.

b. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan pihak
yang bersengketa menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur non
litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta Y ogyakarta.

c. Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa bisnis di
Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta telah memenuhi
keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Manfaat

Adapun manfaat penyusunan skripsi ini adalah:

a. Secara teoretis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan
sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan
pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai bagaimana
penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi di Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta.

b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dan

bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada



perkuliahan di Fakultas Hukum khususnya yang berkonsentrasi
pada Hukum Perdata dan sebagai sumbangsih karya ilmiah hukum

positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan penulusuran literatur masalah Penyelesaian Sengketa
Bisnis di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta terdapat penelitian

yang pernah dilakukan terkait dengan tema judul tersebut antara lain:

Skripsi Riga Eimma Reisinda yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Investasi Di BMT Yang Berisiko (Analisis Temuan Di
LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta).” Berdasarkan hasil
penelitiannya, penyusun memaparkan kesimpulannya bahwa aktivitas
ekonomi di suatu lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT Hilal
Yogyakarta menyimpang dari  prinsip-prinsip  syariah.  Praktik
penyimpanan dan pengelolaan dana yang berlangsung memiliki unsur
kecurangan. Kurang transparannya pengelolaan dana investasi
menimbulkan adanya asimetri informasi, hal ini berdasarkan hasil temuan
Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian yaitu field research atau penelitian lapangan yang
dilakukan di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta. Penelitian ini
menjelaskan bahwa kasus ini termasuk dalam bidang keuangan yaitu

BMT, sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu mengenai
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bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi di

Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta.’

Tesis Thalis Noor Cahyadi yang berjudul “Signifikansi
Ombudsman Dalam Menegakkan Bisnis Beretika Dan Berkelanjutan
Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Atas Lembaga Ombudsman
Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY).” Berdasarkan hasil
penelitiannya, pada prinsip nilai dasar, visi dan misi serta implementasi
tata kerja yang ada di Lembaga Ombudsman Swasta DIY telah sesuai
dengan prinsip Islam sebagai lembaga amar ma’ruf nahi munkar dalam
bidang ekonomi dan bisnis sebagaimana lembaga hisbah yang ada pada
masa Rasulullah. Meskipun Lembaga Ombudsman Swasta DIY bukanlah
lembaga keagamaan formal, tetapi prinsip dasar yang dipegangi oleh
Lembaga Ombudsman Swasta DIY sangat terpengaruh ajaran Islam.
Karena memang secara kesejarahan, lembaga hisbah merupakan bapak
spiritual dari Ombudsman di dunia. Ini menunjukkan bahwa dalam
perspektif ekonomi Islam, keberadaan Lembaga Ombudsman Swasta DI'Y
memiliki peran signifikan dalam rangka menegakkan dan menyerukan
kebaikan dan nilai-nilai etika serta melarang dan mencegah perilaku buruk
dan tidak beretika. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan

penyusun lebih menekankan pada bagaimana proses penyelesaian sengketa

” Skripsi Riga Eimma Reisinda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi di BMT yang
Berisiko (Analisis Temuan LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA-DIY Terhadap BMT Hilal
Yogyakarta), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2013.
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bisnis melalui jalur non litigasi dan faktor-faktor yang menyebabkan pihak
yang bersengketa menyelesaikan sengketa bisnis di Lembaga Ombudsman
Swasta Yogyakarta.?

Skripsi Zamzani yang berjudul “Pelaksanaan penyelesaian
Sengketa Bisnis Secara Mediasi Oleh Lembaga Ombudsman Swasta di
Yogyakarta.” Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana proses
pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi oleh Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta secara menyeluruh dan tidak berpusat
pada suatu kasus yang lebih khusus, sedangkan pada penelitian yang akan
dilakukan penyusun lebih menekankan pada bagaimana proses
penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi dan faktor-faktor
yang menyebabkan pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa bisnis
di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta.’

Skripsi Khairina yang berjudul “Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah.” Penelitian ini
mengemukakan tentang efektifnya jalur penyelesaian sengketa di luar
Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di bidang bisnis, karena relatif

lebih murah dan tidak memakan waktu yang lama, sedangkan penelitian

® Tesis Thalis Noor Cahyadi, Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis
Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Atas Lembaga Ombudsman
Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA DIY), Yogyakarta:
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2010, diakses pada Tanggal 03 April 2014 pukul
23:40 WIB.

% Skripsi Zamzani, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Mediasi Oleh

Lembaga Ombudsman Swasta di Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, diakses pada Tanggal 04 April 2014 pukul 00:25 WIB.
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yang akan penyusun lakukan adalah tentang Lembaga Ombudsman Swasta
sebagai lembaga mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis.*

Tesis Dyah Probondari yang berjudul “Analisis Penyelesaian
Sengketa Melalui Lembaga Mediasi Di Indonesia (Studi Kasus Bank X
Dengan PT Y Dan Bank ABC Dengan Nasabah Z).” Penelitian ini
mengemukakan penyelesaian sengketa dalam bidang Perbankan dengan
mediator yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai mediator, dalam
kasus ini para pihak tidak memilih lembaga mediasi sendiri untuk menjadi
penengah untuk menyelesaiakan sengketanya. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data
kepustakaan dan/atau norma hukum, sedangkan penelitian yang akan
penyusun lakukan adalah mengenai lembaga mediasi yaitu Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa-sengketa
bisnis yang ada dengan menggunakan jalur non litigasi dalam hal ini yaitu
mediasi dengan mengamati langsung bagaimana proses penyelesaian

sengketa itu dilakukan.™

19 Skripsi Khairina, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan
Nasabah”, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013, diakses tanggal 06 Mei
2014 jam 22:50 WIB.

! Tesis Dyah Probondini, “Analisis Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi di
Indonesia (Studi Kasus Bank X dengan PT Y dan Bank ABC Dengan Nasabah Z).”, Depok:
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, diakses tanggal 07
Mei 2014 jam 07:33 WIB.
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E. Kerangka Teoretik
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses.
Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam
pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui
kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi mengahasilkan
kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul
kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat
dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mabhal, tidak responsif,
dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.
Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan
yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak,
dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan
administratif, menyelesaikan masalah secara komperehensif dalam
kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di
luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(APS) Atau Alternative Dispute Resolution (ADR).*

Dispute Resolution biasa disebut “Alternative Dispute Resolution”
adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa
antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa dilihat sebagai
suatu alternatif dari keputusan hakim, atas suatu keputusan mengenai

sengketa menurut hukum. ADR adalah suatu ungkapan yang digunakan

12 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif...hlm. 1.
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oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan yang menunjukkan

teknik-teknik yang dapat dipergunakan menyelesaiakan sengketa tanpa

keputusan formal, yang diperoleh melalui arbitrase dan pengadilan.

Mekanisme ADR biasanya melibatkan penengah yang adil (tidak

memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral.™

Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud yaitu:

a. Negosiasi yaitu penyelesaian sengketa ini diselesaikan oleh para pihak
melalui pertemuan (tatap muka) secara sukarela dan langsung dan bila
tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan secara
tertulis yang dibuat oleh para pihak sendiri.

b. Apabila penyelesaian melalui negosiasi tersebut gagal, atas
kesepakatan tertulis para pihak dapat menunjuk seorang atau lebih
penasehat ahli maupun melalui seorang mediator untuk membantu
menyelesaikan sengketanya tersebut, dan waktu penyelesaiannya
adalah paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila para pihak dalam
waktu 14 (empat belas) hari tersebut dengan bantuan seorang atau
lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil
mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan
kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah
lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk

menunjuk seorang mediator.

13 | Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa...hlm. 11.
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Mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan cara meminta bantuan
lembaga arbitrase atau lembaga altenatif penyelesaian sengketa untuk
menunjuk seorang mediator. Setelah mediator ditunjuk oleh lembaga
arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yangmereka
hubungi, maka dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi
harus sudah dapat dimulai. Mediator yang ditunjuk ini, harus sudah
dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari, artinya harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis
dan ditandatangani oleh semua pihak terkait. Kesepakatan tertulis yang
sudah ditandatangani tersebut bersifat final dan mengikat para pihak
untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan. Selanjutnya kesepakatan penyelesaian sengketa atau
beda pendapat harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri.

Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh apabila usaha
perdamaian sesuai dengan tahap-tahap tersebut di atas tidak dapat
dicapai. Dalam hal ini, harus ada kesepakatan para pihak secara
tertulis, bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau

beda pendapatnya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

2. Teori Keadilan Distributif

Menurut John Rawls keadialn distributif yaitu “keadilan sebagai

kesetaraan”, adalah setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap
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sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip
dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya.* Prinsip keadilan
distributif dari Rawls tersebut yaitu karena kebebasan merupakan salah
satu hak asasi paling penting dari manusia, setiap orang harus mempunyai
hak dan sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas
sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Keadilan dituntut agar
semua orang diakui, dihargai dan dijamin haknya atas kebebasan secara

Sama.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan,
maka penulis menggunakan penelitian lapangan atau field research, di
mana data yang dipergunakan berasal dari Lembaga Ombudsman
Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini mengambil metode deskriptif-analitik. Penelitian
deskriptif-analitik tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta
yang ada saat ini, kemudian menganalisisnya untuk menemukan

jawaban dari permasalahan yang ada. Maksudnya adalah penelitian

¥ yudi Santoso, Teori-teori Keadilan: Analisi Kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, John
Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neihbuhr, Jose Porfirio Miranda, terjemahan dari Six Theories of
Justice, Karen Lebacqz, (Bandung: Nusa Media, 2013), him. 53.
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yang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan
data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang data itu.
3. Pendekatan Penelitian
Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami
objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang
bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah
penelitian hukum yang mempergunakan sumber data yang berasal dari
fakta-fakta yang berlaku pada masyarakat.
4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta yaitu melalui metode
pengumpulan dokumen, wawancara/interview, dan
pengamatan/observasi.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur dan
bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dalam
penelitian ini. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data
primer apabila membutuhkan sumber data dari literatur dan bahan
hukum/Undang-undang. Sedangkan bahan hukum sendiri terdiri

dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain:
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1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang
terdiri dari Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di
Propinsi DIY dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder vyaitu buku-buku, jurnal-jurnal,
makalah-makalah ataupun penelitian-penelitian yang dapat
membantu analisa dari bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan
penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indoneisa,
Kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia hukum
dan beberapa artikel dari media internet.

5. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, yang
kemudian penyusun olah sebagai data yang relevan, maka penyusun

menggunakan cara sebagai berikut:
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a. Wawancara
Wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
secara langsung terhadap informan.”® Dalam hal ini wawancara
dilakukan di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta dengan
informan:
1) Pak Slamet S.Pd., selaku Wakil Ketua dari Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta
2) Responden yaitu para pihak yang menyelesaikan sengketa di
Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable
yang berupa catatan buku, arsip-arsip atau dokumen-dokumen,®
khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa
bisnis di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta yaitu berupa
data kasus dan jumlah kasus yang akan dikaji dalam penelitian
ini.
6. Analisis Data
Jenis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif.

Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap

15 Masri Singaribun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1989),
him. 192
*® Ibid., him. 193
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dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan
menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan
pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir

normal dan argumentatif.*’

7. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Ombudsman
Swasta Yogyakarta dan Perusahaan-perusahaan yang terkait dalam

penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan penelitian

ini, maka penyusun menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang
atau alasan yang mendasari atas dilakukannya penelitian ini dan disertai
rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan,
telaah pustaka yang berisi peneltian-penelitian yang sudah pernah
dilakukan sebelumnya sebagai bahan kajian terkait penelitian yang akan
dilakukan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua menjelaskan secara umum penyelesaian sengketa bisnis

yang terdiri dari pengertian bisnis, pengertian sengketa bisnis, faktor-

' Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 5.
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faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa bisnis, dan cara-cara
penyelesaian sengketa bisnis baik melalui jalur litigasi maupun melalui

jalur non litigasi.

Bab ketiga menjelaskan profil Lembaga Ombudsman Swasta
Yogyakarta dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang

dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Swasta Y ogyakarta.

Bab keempat merupakan bab inti dari penelitian ini yang
menguraikan tentang efektivitas Lembaga Ombusman Swasta Yogyakarta

dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur non litigasi.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang
dilakukan serta saran-saran sebagai masukan bagi pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Swasta

Yogyakarta terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai
penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi di Lembaga
Ombudsman Swasta Yogyakarta, penyusun memiliki kesimpulan yakni

sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa bisnis di Lembaga Ombudsman Swasta
Yogyakarta yaitu dimulai dari tahapan konsultasi dan penerimaan
laporan dari pihak pelapor kemudian dilanjutkan tahapan klarifikasi
untuk mendengarkan penjelasan dari pihak terlapor lalu diadakan
mediasi yaitu tahap di mana kedua belah pihak dipertemukan oleh
mediator yang di sini adalah Lembaga Ombudsman Swasta
Yogyakarta untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua
belah pihak, setelah diadakan mediasi dan mencapai kesepakatan
bersama lalu mediator atau Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta
memberikan anjuran/perbaikan yang ditujukan kepada terlapor dan
pihak-pihak terkait berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dan
dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak-pihak yang

bersengketa menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur non litigasi di

99
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Lembaga Ombudsman Swasta  Yogyakarta yaitu: proses
penyelesaiannya yang relatif cepat tidak seperti melalui jalur litigasi
yang proses penyelesaiannya sangat lama dan banyak membuang
waktu, biaya yang sangat murah bahkan gratis dibandingkan melalui
jalur litigasi yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk
menyelesaiakan sengketa apalagi bagi para pelaku bisnis hal tersebut
sangat tidak efektif.

3. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi banyak
memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena hasil
akhir berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-sama
mengambil jalan yang menguntungkan bagi para pihak, dengan hasil
yang dibuat sendiri oleh para pihak yaitu “win-win solution” membuat
para pihak merasa puas dengan penyelesaian sengketa melalui jalur
non litigasi apalagi bagi parapelaku usaha atau pebisnis yang apabila
ada sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah
sehingga tidak banyak membuang-buang waktu, pikiran, tenaga dan

biaya yang paling utama.

B. Saran
1. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
a. Bagi Pemerintah Propinsi DIY untuk segera mengesahkan

Raperda yang diajukan oleh pihak Lembaga Ombudsman Swasta
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Yogyakarta mengenai Tata Kelola Bisnis Beretika dan
Berkelanjutan.

b. Pemerintah Propinsi DIY sebisa mungkin menambah susunan
keanggotaan yang ada di Lembaga Ombudsman Swasta
Yogyakarta karena Pemerintah Propinsi yang mempunyai
wewenang untuk menentukan anggota yang bekerja dan
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dengan keanggotaan
yang sedikit atau kurangnya Sumber Daya Manusia
mengakibatkan tidak optimalnya penanganan sengketa-sengketa
bisnis yang masuk di Lembaga Ombudsman Swasta.

2. Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta sebaiknya
mensosialisasikan kepada masyarakat luas khususnya pelaku bisnis

mengenai tata kelola bisnis yang baik dan beretika.
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wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh :

Nama : Devie Shofiana Hadi
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Fak/Prodi : Syari’ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Efektivitas Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta Dalam Penyelesaian
Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi.
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tujuan akademis. Pemberian informasi berdasarkan atas surat keterangan ijin untuk

melakukan penelitian yang diberikan kepada mahasiswa tersebut yaitu surat ijin melakukan
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Yogyakarta, 07 Mei 2014
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Ketua
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